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Nama t Kms M Fadhil Asy'ari

NIM : 0201118141909

JudulSkripsi  : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No
190/Pid.B201YPN.MLG Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Yang Memiliki Keprinadian Ganda

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No
190/Pid.B2013/PN.MLG Terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang memiliki
kepribadian ganda. Penipuan termasuk ke dalam suatu tindak pidana umum, Hasil
dari penelitian skripsi ini Hakim dalam memberikan suatu putusan pidana dalam
kasus tindak pidana Penipuan memiliki pertimbangan tertentu yaitu :Pertimbangan
Yuridis adalash pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fokior-fakior yang
terungkap didalam persidangan serta berasarkan Undang-Undang yang berlaku
berdasarkan ketentuan Pasal 197 (1) KUHP. Pertimbangan yang bersifat Yuridis
diantaranya :Dakwaan Joksa, Keterangan saksi, keterangan terdakwn. Barang-barang
bukti, Pasal-Pasal yang didakwakan, Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis. Aspek
Filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan
Aspek  Sosiologis, mempertimbangkan tata nilsi budaya yang hidup dalam
masyarakal.

Kata Kunci :Tindak Pidana, Penipuan, Multiple disorder.
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti penipuan sangat
marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Yang perlu
dilakukan oleh sipenipu hanyalah meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar
korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Kenyataan dilapangan
membuktikan bahwa tindak pidana penipuan seringkali dipersamakan dengan ingkar janji

dalam hukum perdata (wanprestasi).

Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang
mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dalam arti luas diatur
dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampa Pasal 395 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai
tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya
diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.! Tindak pidana penipuan merupakan
suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan
kgadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat
diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian

setempat yang berwenang. Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia

IKitab Undang-undang Hukum Pidana.
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agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi
penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga ha ini dapat menimbulkan
permasalahan dibidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan

ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Daam hukum pidana, dikenal asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP

yang merumuskan:

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan

perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dengan berlakunya asas ini, maka suatu perbuatan yang meskipun dianggap tercela
oleh masyarakat sekalipun, akan tetapi tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan,
maka pelaku perbuatan yang dianggap tercela tersebut tidak dapat dipidana.

Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang
berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan
penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau
bukan. Setelah polis mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan
tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan
menjadi proses penyidikan.

Di dalam hukum pidana dikena juga adanya sistem pertanggungjawaban pidana.
Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas
kesadlahan sebaga salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana

merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang
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dilakukanya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada
kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada
aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roesdan Saleh  menyatakan bahwa daam  membicarakan  tentang

pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus
dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah.?Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan
yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-
tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan (dan tidak ada peniadaan sifat
melawan hukum atau Rechtvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk orang itudilihat
dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung
jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.
Maka dari itu para penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, hakim, dan penasehat hukum
harus lebih meningkatkan pengetahuan selain bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum
Pidana juga bidang ilmu pengetahuan seperti kriminologi, psikologi forensic,
psikatri/neurologi forensik, fisika forensik, kimia forensik, dan lain-lain terutama sesuia
dengan bidangnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur
mengenai definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab | Ketentuan Umum

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang

’Roedlan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana, Ghali Indonesia, Jakarta, 1998,
him. 10

3EY. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas Teori, Praktik Hukum Pidana , SInar Grafika, Jakarta, 2005, him. 48
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memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka
waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaanhak.

Definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan
atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang
dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.*

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewagjiban yang sama dengan
masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indoesia, sudah sepantasnya
penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya
perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminas dan terutama
perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.Perlakuan khusus tersebut
dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan
pemenuhan hak asasi manusia universal .’

Istilah Dissociativeldentitiy Disorder (Did) atau kepribadian ganda didefinisikan
sebagal kelainan mental dimana seseorang yang mengidapnya akan menunjukkan adanya

dua atau |ebih kepribadian yang masing-masing memiliki nama dan karakter yang berbeda.®

*W.J.S. Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Pengertian Cacat. Jakarta.
1976

*Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan BudayaRajaGrafindo
Persada, Jakarta. 2008, him.273.

Shttps://www.kompasi ana.com/dinioktaviani/552c02c06ea834b8168b45b9/di ssoci ative-i dentity-disorder-
diddi akses padatangga 14 maret 2019 pukul 19:53 WIB
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Mereka yang memiliki kelainan seperti ini sebenarnya hanya memiliki satu kepribadian,
namun si penderita akan merasa kalau ia memiliki banyak identitas bila mendapati cara
berpikir, temperamen, tata bahasa, ingatan, dan interaksi terhadap lingkungan yangberbeda-
beda
Kepribadian Ganda adalah dimana suatu keadaan seseorang yang kepribadian

individunya terpecah sehingga muncul kepribadian-kepribadian yang lainnya. Atau
seseorang yang memilki kepribadian lebih dari satu kepribadian, 2 kepribadian yang
terdapat dalam satu tubuh manusia ini tidak saling mengenal satu sama lainnya dan sifatnya
saing berlawanan, masalah kepribadian ganda banyak terjadi dan sudah banyak yang
terungkap didunia Ciri-ciri kepribadian ganda:
1. Harus terdapat 2 atau lebih identitas atau kesadaran yang berbeda pada diri

orang tersebut.
2. Kepribadian-kepribadian yang ada tersebut secara berulang mengambilalih

perilaku orang tersebut (Switching).
3. Adanya ketidakmampuan untuk mengingat informasi penting yang berkaitan

dengan dirinya yang terlalu luar biasa bila dianggap sekedar lupa biasa.
4. Gangguan-gangguan yang terjadi ini tidaklah terjadi akibat efek psikologis dari

substansi seperti alcohol atau obat-obatan atau karena kondisi medis misalnya

demam.”

"http://www.perlinzebua.hol .es/admin/file/artikel /K EPRIBADIAN%20GANDA .pdf,Diakses pada tanggal
20 oktober 2018 pukul 21:20 WIB
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Kenyataan itu terjadi di Malang, Perkara ini bermula terdakwa yangmerupakan
Presiden Direktur PT. Karya Nusantara melakukan perjanjian kerjasama dengan PT
Kusuma Satria Dinasari perihal pembuatan dan pengadaan lift serta generator dihotel
Kusuma Agrowisata, KotaBatu. Pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat
menyelesaikan proyek tersebut, dan diharuskan untuk mengembalikan uang yang
diterimanya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepuluh lembar cek masing-masing
senilai Rp180.000.000 kepada PT Kusuma Satria Dinasari. Namun pada saat akan
dicairkan olen PT Kusuma Satria Dinasari, ternyata cek tersebut tidak terdapat saldo
rekening giro yang cukup. Sehingga Bank BCA dan Bank Bukopin menerbitkan surat
keterangan penolakan (SKP) pencairan cek. Oleh karenanya Terdakwa dipandang telah
mengetahui bahwa sebenarnya dana yang tersedia dalam cek tersebut tidak mencukupi,

namun tetap menyerahkannya kepada PT Kusuma Satria Dinasari®.

Penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif kepada Terdakwa yakni
Kesatu Pasal 378 KUHP adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai hama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4
tahun atau kedua Pasal 372 KUHP adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain

sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pelaku tapi

8http://www.mahkamahagung.go.id,Diakses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 11:00 WIB



20

pengusaaan itu terjadi secara sah atau ketiga pasal 266 ayat (1) KUHP adalah Barang siapa
menyuruh mamasukkan keterengan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal
yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memaka akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan
kebenaran, diancam, jika pemakian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa memberikan
pembelaan dengan menghadirkan ahli kejiwaan dr.Agung Budi Setyawan yang
mengatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang dikatakan sebagai

multiple disorder.

Sehingga Terdakwa tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukan oleh dirinya pada
waktu-waktu tertentu. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyampingkan
keterangan ahli dengan mengatakan bahwa memperhatikan keterangan saksi dan terdakwa
dipersidangan, terlihat terdakwa dengan jelas memaparkan kronologis kejadian sehingga

terdakwa.

Layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan mengenai
pembelaan ahli kejiwaan dr. Agung Budi Setyawan, Sp.KJ. akan dijadikan pertimbangan
bagi Majelis Hakim. Terkait perkara ini, Maeis Hakim menjatunkan putusan kabul
dengan mendasarkan pada Teori kehakiman. sehingga perbuatan Terdakwa dapat

dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana menurut hukum.

Analisis ini akan berangkat dari ruang lingkup putusan terkait kasus-kasus yang
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melibatkan/berkaitan dengan difabilitas, terutama sebagai pelaku. Penggunaan kata
“disabilitas” berangkat dari pendekatan HAM yang melihat pada orang yang memiliki
keterbatasan dalam menjalankan aktifitasnya dan prinsip dasar bahwa kecacatan maupun
keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap
apa yang dikatakan sebagal disabilitas atau kemampuan aktifitas, maupun juga partisipas

sosidl.

Untuk memahami lebih dalam mengenai hal tersebut khususnya persoalan diatas,
maka perlu dilakukan eksploras mengena penjatuhan sanks terhadap pelaku tindak
penipuan yang memiliki kepribadian gandayang nantinya dipadukan dengan aspek hukum
yuridis. Keinginan untuk menganalisa lebih jauh serta segala sesuatu yang berhubungan

dengan penelitian ini, yang hasiinya

dituangkan dengan judul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA NO 190/PID.B/2013/PN.MLG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENIPUAN YANG MEMILIKI KEPRIBADIAN GANDA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini

adalah:
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1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran
tindak pidana penipuan yang memiliki kepribadian ganda Studi Putusan PN Malang
Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.MLG ?

2. Mengapa terjadi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang

memiliki kepribadian ganda ?

C. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dasar majelis hakim menentukan pertanggungjawaban pidana
terhadap disabilitas.
2. Untuk mengetahui terjadi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan

yang memiliki kepribadian ganda.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. SecaraTeoritis
Hasil Pendlitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan,
dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan
hukum Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk

sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam ha Analisis Kekuatan Keterangan Ahli
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Sebaga Dasar Magelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pada
Penyandang Disabilitas.
2. SecaraPraktis
Hasil Pendlitian ini diharapkan dapat menjadi referens bagi masyarakat,
khususnya yang berhubungan dengan Analisis Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai Dasar

Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyandang Disabilitas.

E. Landasan Teori

Daam menganalisis permasalahan tentang Analisis Kekuatan Keterangan Ahli Sebagai
Dasar Mageis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyandang
Disabilitas.maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kagian Hukum Pidana,

yakni:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Kemandirian dan kebebasan hakim pada dasarnya harus memperhatikan berbagai
aspek agak putusan yang diambilnya dapat memberikan kepastian hukum, kebenaran,
keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin
kebebasannya serta kedudukannya didalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.

48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.®Selanjutnya menurut Nanda Agung

Sudarto, 2010,Hukum dan Hukum Pidana, Sinar grafika, Bandung, him. 17
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Dewantoro, dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim terdapat lima ha yang menjadi

tanggung jawab hakim yaitu :°

Justisialis Hukum ialah mengadilkan.Jadi putusan hakim yang dalam praktiknya
memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid perlu diadilkan. Tiap putusan yang diambil
dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebeb itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak

dalam justisiais daripada hukum.

a. Penjiwaan Hukum dalam berhukum recht doel tidak boleh merosot menjadi suatu alat
hampa tanpa adanya jiwa.

b. Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa hulum dalam kasus
tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.

c. Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam
keseluruhan kenyataan, bahwa hakim melihat dari kenyataan ekonomis dan sosial.

d. Personalisass Hukum, mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari
pihak yang mencari keadilan dalam proses.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban Pidana adalah mempertanggungjawabkan secara pidana
terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.Untuk adanya

pertanggungjawaban pidana  harus jelas  terlebih dahulusigpa  yang

"Nanda Agung Dewantoro, 1987,Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana,
Askara Persada, Jakarta, him149
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di pertanggungjawabkan.**K onsep responbility atau “pertanggungjawaban” dalam hukum
pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan garan kesalahan.Hukum
pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin
sebagal obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat
pada umunya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat
dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif(penindakan).

Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku
tindak pidana, sanksi pidana merupakan aat atau sarana terbaik yang tersedia, yang
dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.Sanks pidana suatu ketika
merupakan penjamin yang utamalterbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang
utamadari kebebasan manusia

Syaratnya bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang
dilarang, seseorang akandipertanggungjawabkan atas tindakan- tindakan tersebut, apabila
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan
seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut
apabila tindakan tersebut melawan hukum. Selain unsur yang terdapat dalam
pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanks atau

tidak adalah kesalahan.

"Roeslan Saleh, Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana. (Jakarta: Aksara Bara, 1983), HIm.75
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Seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan.

Adapun unsur-unsur kesal ahan adal ah sebagai berikut?:

a. Meéeakukan perbuatan pidana;

b. Mampu bertanggung-jawab;

c. Dengan sengaja atau alpa;

d. Tidak ada alasan pemaaf.'?

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas
tiga syarat yaitu®>:

a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari pelaku,

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang
berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau
laai.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban

pidana bagi si pelaku.

Masalah kemampuan bertanggungjawaban dalam KUHP diatur pada Pasal 44

ayat (1) yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

?Roeslan Saleh, Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta: Aksara Bara, 1983, HIm. 11

3Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,Jakarta:Bumi Aksara, 1983,
him.112
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dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

F. Metode Pendlitian

Metodologi berasal dari bahasa Y unani, yaitu kata “Methodos™ dan “logos”.Metodel ogi
penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian
yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian
dan teknik penelitian.'*Dalam peneltian ini berhubungan dengan masalahAnalisis Kekuatan
Keterangan Ahli Sebagai Dasar Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pada
Penyandang Disabilitas, untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang
bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. JenisPenelitian
Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum
normatif.Penelitian Hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi”!®. Pendlitian ini menggunakan konsep legis
positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-normartertulis
yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain

itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat

14Arikunto, Suharsini. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

B1bid, him 35.
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otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.'®Penelitian Hukum
normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti
bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif,

aturan hukum dan kaedah hukum.*’

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas sui
generis'® melalui metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian
hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.
Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu
proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Permasalahan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan
Undang-Undang (statute approach). Pendekatan statute approach atau pendekatan
perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum

yang sedang diteliti.*°

3. Bahan Hukum

15Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,Jakarta : Ghali Indonesia, 1988, him.

17 Soerjono Soekamto, 1984, Metode Penelitian Hukm, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him 234.
18Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

¥1bid. HIm. 95.
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a. Bahan hukum primer, diantaranya adal ah:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(LembaranNegara Nomor 127 Tahun 1958)
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara 1981/76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3) Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5871)
b. Bahan hukum sekunder
Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti
berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar

atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier
Bahan-bahan yang memberiikan informasi tentang bahan hukum primer dan
sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data
pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.
d. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian
Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah
berbentuk tertuls yang disebut dengan “bahan hukum”. Dalam penelitian ini teknik

pengelolaan bahan penelitian yang digunakan adalah editing. Editing adalah
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merupakan proes penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi

yang dikumpulkan oleh para pencari data.?°

e. Metode Analisis Bahan Pendlitian

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan
oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku

nyata.?!

Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif,
yaitu dengan cara berikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian
ditarik kesimpulan secara khusus.?> Kemudian yang diinteraksikan dengan
metode berfikir induktif bermula dari hal yang bersifat khusus ke hal yang
bersifat umum. Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum
normatif preskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan,
menstrukturkan dan mensistematisasi, serta mengharmonisasikann temuan-
temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai

jawaban permasal ahan.

168.

DAmiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010., him.

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Jakarta: Ul-Press,2006. him.67.
2{bid, him.11.
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